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Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh religiusitas, 

kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang ada di daerah Kabupaten 

Demak. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan metode convenience sampling. 

Subjek sampel dan sebagai elemen populasi yang dipilih dalam penelitian ini dapat dilakukan 

secara bebas dengan memilih sampel yang paling cepat dan tidak terbatas. Data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang berada 

di Kabupaten Demak. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, kesadaran wajib 

pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif  dan secara simultan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan tingkat signifikansi > 0,05.  

Kata Kunci: Religiusitas, Kesadaran, Pemahaman Pajak, Kepatuhan 

Abstract 

This study was conducted to know how much influence the religiosity of taxpayers' awareness and 

understanding of tax regulations have on MSME taxpayer compliance. The population in this study 

is MSME entrepreneurs in the Demak Regency area. Sampling was done randomly with the 

convenience sampling method. sample subjects and elements of the population selected in this study 

can be done freely by choosing the fastest and unlimited sample. The data in this study was carried out 

by distributing questionnaires to MSME taxpayers located in the Demak district. The results of the 

study indicate that religiosity, taxpayer awareness, and understanding of tax regulations have a 

positive and simultaneous effect on MSME taxpayer compliance with a significance level > 0.05. 
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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang  

PajakImerupakan sumberIpenerimaan utamaInegara 

yangIdigunakanIuntuk membiayaiUpengeluaranUpemerintah 

danUpembangunan. Hal ini tertuangUdalam AnggaranIPenerimaan 

danYBelanja NegaraU(APBN) di manaIpenerimaanIpajak 

merupakanIsumberIpenerimaan dalamInegeri yangIterbesar, 

untukImeningkatkan kesadaranImaupun kepedulianIsangat menjadi 

perhatianIutama. KepatuhanIwajib pajakUadalah suatuYkeadaan di mana 
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wajibYpajak memenuhi semuaIkewajiban perpajakanUdan 

melaksanakanUkewajibannya. Jenis-jenisUkepatuhan wajibIpajak 

dibedakanImenjadi dua, yaitu kepatuhanIformal dan kepatuhanImaterial.  

KepatuhanYformal adalahYsuatu keadaan di mana wajibYpajak 

memenuhi kewajibanYsecara formalYsesuai dengan ketentuan dalamYundang-

undang perpajakan. Misalnya menyampaikan SuratUPemberitahuan (SPT) PPh 

tersebut sudahTbenar atau belum. Sedangkan kepatuhanImaterial adalah 

suatuIkeadaan di mana wajibIpajak secaraIsubstantif hakiatnyaImemenuhi 

semua ketentuanImaterial perpajakanIyaitu sesuaiIisi dan jiwa undang-

undangIpajak kepatuhanImaterial juga dapat meliputiIkepatuhan formal. 

WajibYpajak yang bersangkutanYselain memerhatikan kebenaran yang 

sesungguhnyaYdari isi dan hakikatTSPT PPh tersebut. 

KepatuhanIwajib pajak merupakanIsuatu tindakan patuhIdan sadar 

terhadapIketertiban pembayaran danIpelaporan kewajibanIperpajakan masa 

dan tahunanIdari wajib pajakIyang berbentuk sekumpulanIorang dan/ atau 

modal yang merupakanIusaha sesuai dengan ketentuanYperpajakan 

yangIberlaku. Kesuksesan dalamIpenyelenggaraan perpajakanYmemerlukan 

kepatuhanTwajib pajak yang tinggi. IndonesiaImenerapkan sistem self 

assessment di manaIkepatuhan memenuhiYkewajiban perpajakan menjadiTaspek 

pentingnya. WajibTpajak bertanggung jawab dalamTmemenuhi segala 

kewajibanTperpajakan secaraTakurat dan tepatIwaktu.  

KepatuhanIpajak menjadi pokokIterpenting bagi semuaInegara. Baik 

negaraImaju maupun negaraIberkembang. ApabilaIwajib pajak tidakIpatuh 

dalam menaatiMperaturanMperpajakan, maka secara tidakMlangsung akan 

menimbulkan keinginanIuntuk melakukanUtindakan 

penghindaran,Ipengelakan, penyelundupan, dan pelalaianIpajak. DampakIdari 

tindakan-tindakan tersebut yaituUmenyebabkan penerimaanUpajak negara 

akanUberkurang dan bisa saja pembangunanYnegara menjadiIterhambat. 

Salah satu cara DirektoratMJenderal PajakImeningkatkan 

kepatuhanIwajib pajakIadalah denganIagenda ‘integrasi data’ perpajakan. 

IntegrasiIdata ini akan memudahkanIwajib pajak dalamIpelaporan SPT, 

menurunkanIcompliance cost, dan yang terpentingImemberikan 

ketenanganIwajib pajak dalamUmenjalankan usahanya.  

BerdasarkanUdata Direktorat Jenderal (Ditjen) 

PajakUKementerianIKeuangan (Kemenkeu), jumlah wajibIpajak (WP) UMKM 

yang membayarIpajak sebanyak 2,31 juta WP. Jumlah tersebut, terdiri dari WP 

OrangIPribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WPCBadan UMKM 

sekitar 257.000 perusahaan. DenganUcapaian tersebut, artinya ada kenaikan 23 

persen dalam jumlah WPVUMKM(Suyanto, 2020). 

UMKMItelah menjadi tulangIpunggung perekonomianUIndonesia dan 
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ASEAN. Sekitar 88,8-99,9 persen bentukIusaha di ASEAN adalah bentukIusaha 

mikro, kecilIdan menengahYdengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2 

persen. Bisnis ini memilikiIproporsi sebesar 99,99 persen dari totalYkeseluruhan 

pelakuYusaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 jutaIunit (Azwar, 2018). Oleh 

karena itu, kerjasamaIuntuk pengembanganIdan ketahananUbisnis usahaUmikro, 

kecilIdan menangahUperlu diutamakan. 

UMKM adalah singkatanYdari UsahaYMikro, Kecil,Idan Menengah,Itetapi 

definisinyaIternyata lebihIluas dari itu. Dari sudutIpandang pelakuIusaha, UMKM 

bisa dideskripsikanIsebagai bisnisIyang dijalankanYindividu, rumahYtangga, atau 

badanYusaha ukuranIkecil. AkanUtetapi, beberapa ahliUekonomiUmenggunakan 

istilahIberbeda untukImendefinisikannya. (Primiana, 2009) 

mendeskripsikanIUMKM sebagaiIaktivitas usaha skalaIkecil yang 

mendukungIpergerakan pembangunanUserta perekonomianCIndonesia. Sementara 

(Adi, 2009) menggunakanIdefinisi lebih spesifik, yaitu badanIusaha dengan profit 

kurang dari 200 juta Rupiah, dihitungIdari labaItahunan. 

DirektoratMJenderal PajakMsebagai bagian dari KementerianMKeuangan 

mempunyai visiYmenjadi InstitusiYPenghimpun PenerimaanXNegara yang 

terbaik demi menjaminBKedaulatan dan KemandirianYNegara. Dalam 

rangkaYpencapaian visiYtersebut, salahUsatu Visi DJP 

adalahImengumpulkanIpenerimaanIberdasarkan kepatuhanUpajak sukarelaUyang 

tinggi dan penengakanMhukum yangMadil. MeningkatkanIkepatuhan 

perpajakanImerupakan tujuanIbersama DirektoratIJenderal PajakYdalam upaya 

tercapainyaYtarget penerimaanYpajak yang ditetapkanIoleh Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). SalahYsatu upaya untuk 

mendukungUpeningkatan kepatuhanUpajak adalah dilaksanakannyaIpelaksanaan 

kegiatanUedukasi dan penyuluhanYyang efektif. Indikator penyuluhanUyang 

efektif adalah jikaIdapat meningkatkanIkepatuhan WajibXPajak melalui 

perubahanCperilaku WajibUPajak menjadi WajibUPajak patuh. Termasuk 

WajibXPajak UMKM. 

IndonesiaUmerupakan negaraUyang memiliki jumlahUpelaku UMKM yang 

cukupUbesar. Menurut dataUdari lamanIKementerian KoperasiIdan Usaha Kecil 

dan MenengahIjumlah pelakuUUMKM di Indonesia yangUterdaftar mencapai 

62,92 juta unit atau 99,99 persenUdari total jumlah pelakuIusaha nasional. Selama 

limaYtahun terakhir, jumlahXUMKM yang ada di Indonesia pun tumbuhIdengan 

cukupIpesat. Terdapat 7,7 jutaIUMKM baru yangImuncul. DataItersebut juga 

menunjukkanIbahwa UMKM memilikiIkontribusi besar dalamIpenyerapan 

tenagaIkerja. Selain itu, sektor UMKM jugaUmenyumbang 7,7 triliun 

terhadapUpembentukan PenerimaanIDomestik Bruto (PDB) (Debbianto, 2012). 

PotensiBini lah yang dilihatIoleh Direktorat Jenderal Pajak untuk 

melakukanIpembinaan danIpengembangan UMKM denganImenyediakan 
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berbagaiUfasilitas yang menarikUpara pelakuXUMKM seperti 

memberikanIpelatihan peningkatanUomset, kemudahan akses modal, dan lain 

sebagainya melaluiIprogram Business Development Service (BDS).  

KesadaranIdan kepatuhanIpajak masyarakat IndonesiaIsendiri belum 

mencapaiItingkat yang diharapkan, termasukIkesadaran dan kepatuhanIpajak 

para pelakuYUMKM. SalahIsatu faktor yangImenyebabkan kurangnyaIkesadaran 

dan kepatuhanIpajak WajibIPajak adalah persepsiInegatif WajibIPajak yang 

menyebabkan WajibIPajak bersifatItertutup. PersepsiInegatif masyarakatIterkait 

pajak ini jugaIdapat membuatYmasyarakat bersikapYapatis terhadapYpajak. 

PersepsiUnegatif ini juga membuatUmasyarakat menganggapUpajak masih dilihat 

sebagaiIbeban yang sebisa mungkin harusIdihindari. Oleh karena itu, 

diperlukanUusaha yang keras dari DJP untuk membantuImengurangi atau 

bahkanImenghilangkan persepsiInegatif tersebut. DJP melakukan sebuahXinovasi 

untuk mengedukasikanIpajak kepadaImasyarakat, khususnya WajibUPajak 

UMKMJmelalui ProgramUbernama Business Development Services (BDS). 

SesuaiIdengan Surat Edaran DirekturIJenderal PajakUNomor SE-13/PJ/2018 

tentangUPetunjuk PelaksanaanMProgram Business Development Services (BDS), 

ProgramXBDS adalah programUpembinaan dan pengawasanIkepada WajibIPajak 

UMKM dalamMmembina dan mendorongMpengembangan usahanyaUsecara 

berkesinambunganUyang bertujuanHuntuk meningkatkanIkesadaran (awareness), 

keterikatan (engagement), dan kepatuhan (compliance) terhadapUpajak. BDS juga 

dapat disebut sebagaiUprogram membantuYUMKM menjadi suksesUyakni dengan 

menggabungkanIpenyuluhan perpajakanIdengan layanan pengembanganIusaha 

bagi para pelakuUUMKM. ProgramIBDS ini merupakan salahIsatu upaya 

pendekatan DJP dalam melakukanMedukasi pemenuhanYkewajiban perpajakan 

kepadaImasyarakat khususnya paraUpelaku UMKM. Dalam programIBDS ini, 

DJP memberikan berbagai fasilitasIyang menarik para pelakuBUMKM 

sepertiImemberikan workshop, pelatihan, seminar, bazar,Ypameran, studiUbanding, 

dan lain sebagainya untuk mendorong perkembanganIUMKM secara 

berkesinambungan. Setelah dilaksanakan palingIsedikit lima kali, para UMKM 

baruIdiberikan edukasiIkewajiban perpajakan secara perlahanUdan terarah. 

ProgramCBDS dilaksanakan secaraIrutin dalamIkurun waktu tertentu sampai 

dengan pelakuMUMKM dipandang telahUmengalami peningkatanUusaha yang 

lebihIbaik. 

SelainIupaya untuk menjangkauUWajib Pajak melaluiIpendekatan end-to-end 

untukIUMKM, DJP melaluiIBDS juga dapatImembangun danImemperluas 

basisIdata perpajakan. Dalam hal ini, BDSUdapat dianggap sebagaiUsuatu 

strategiUuntuk meningkatkanIkesadaran dan kepatuhanIdalam pemenuhan 

kewajibanUdan hak Wajib PajakUUMKM. DJP sendiri cukup seriusUdalam 

membina danImengembangkan UMKM. Agar lebihIefektif, dalam 
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pelaksanaanXBDS ini DJPImenggandeng Instansi, Lembaga,UAsosiasi dan 

berbagaiUpihak terkait antara lain KementerianXBUMN melaluiURumah Kreatif 

BUMN (RKB) yangUtersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia, BUMD, 

penyediaUlayanan pembayaranYdigital seperti OVO, serta marketplace online 

sepertiITokopedia, Gojek, Shopee, Lazada, JD.ID, Bukalapak, Blibli dan lain 

sebagainya.  

MenjalinIkerja sama denganXpihak lain ini merupakanIsalah satu upaya dari 

DJP untukImenghindari penolakanIdari wajib pajakUkhususnya paraIpelaku 

UMKM. KeterlibatanIberbagai pihak ini juga diharapkanUmembuat 

kegiatanXBDS menjadi lebihUmudah diterima danCdapat berjalan secaraCefektif. 

MelaluiUkegiatan BDS diharapkanUakan timbul kesadaranIdi kalangan 

paraUpelaku UMKM bahwaUmereka diperhatikanYoleh Pemerintah. 

DenganHdemikian, dalamIjangka panjang, BDSIdapat menimbulkanYikatan 

emosional antaraHPemerintah, khususnya DJP, denganHpara pelakuHUMKM 

yang akan berdampakIpada perubahan perilaku. PerubahanHperilaku 

tersebutHdari yang sebelumnya bersikapJapatis menjadi peduli, paham, sadar, dan 

patuh terhadapJpajak.  

Dengan adanya perubahanUperilaku para pelaku UMKM, tentunya akan 

bermuaraUpada meningkatnyaYkepatuhan pemenuhanUkewajiban 

perpajakanIpara pelakuXUMKM. DenganYmeningkatnya pemenuhanMkewajiban 

perpajakan, kemakmuranCnegara pun dapat tercapai. Selain itu, 

berkembangnyaIUMKM dapat mendorongIpertumbuhan ekonomiImelalui 

peningkatanUperan serta UMKM dalam pembangunan. 

Teori ekuitas (equity theory) menekankan pada aspekIkeadilan (Salman & 

Farid, 2019). SalahUsatu wujud kesadaranIdan kepedulian masyarakatIuntuk 

membayarUpajak adalah denganIcara mematuhi peraturanUperpajakannya 

yaitu dengan mulaiUmendaftarkan diri,Imembayar, menghitung 

danImengetahui segala kewajibanUperpajakannya. Mengetahui 

ketentuanUperpajakan yang ada, ketika wajibIpajak memperoleh atau 

menerimaIpenghasilannya. HakIdan kewajiban wajibIpajak yaitu taatIdan 

patuhUterhadap kewajibannyaIdalam membayarIpajak 

memberikanIkeseimbangan antaraIkewajiban dan hak-hakIyang diperoleh 

sebagai wajibUpajak. Maka akan membuatIwajib pajak lebihIpatuh 

tehadapIperaturan perpajakannyaIdalam membayarIpajak. 

SikapYwajib pajakUdalam memenuhi kewajibanUmembayar pajak 

dipengaruhi oleh beberapaIfaktor. BerdasarkanIpenelitian yang 

sudahIdilakukan oleh (Retyowati, 2016) menunjukan bahwaUwajib 

pajakUdipengaruhi oleh religiusitas. Menurut (Basri, 2016), kepercayaanUyang 

dimilikiUseseorang yaitu wajibYpajak terhadapYpenciptanya, di mana 

seseorangUmerasa takutIuntuk melakukanIpelanggaranIperaturan 
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pajakImerupakan religiusitas.  

ReligiusitasMmerupakan sikap etisUwajib pajak di mana wajib pajak 

mempercayai adanyaFTuhan (Basri, 2016). ReligiusitasFadalah seseorang yang 

meyakini terhadapFagama tertentu di mana seseorang tersebutFmenjalankan 

perintahIagama dan menjauhi laranganIagama. SeseorangIyang dimaksud 

adalah wajibOpajak. Wajib pajak yang lebih dekat denganOagama akan 

berusaha menjalankanUperintah agama. WajibUpajak menganggap bahwa 

melanggar peraturanIagama menyebabkanIdosa. Ia takut melakukan hal 

yangItidak etis yaitu takutUuntuk tidak mematuhi peraturanUperpajakan. 

Dengan dasarUtersebut, wajib pajak akanIberusaha patuh terhadap 

peraturanIpajak karena menganggapIdengan membayarIpajak merupakan 

perilakuUetis dan sama artinya menjalankanIperintah agama.  

SelainIreligiusitas, menurut, (Effendi, 2012) kepatuhanIwajib pajak juga 

dipengaruhiIoleh kesadaran wajibIpajak. Bahwa wajibIpajak pahamIakan peran 

sangat pentingUbagi negaranya dan tidakUada paksaan dalamUmenjalankan 

kewajibannyaUmembayar pajak merupakan kesadaranUwajib. Kesadaran wajib 

pajakUmerupakan kondisi di mana wajibIpajak secara sadar membayarIpajak 

tepat waktu danUsukarela. Sedangkan menurut (Utami et al., 2012) 

kesadaranUwajib pajak adalah sikapIwajib pajak bagaimana seharusnyaIwajib 

pajak bertindak sesuai dengan peraturanUpajak tanpa ada paksaan.  

Jadi, dapat disimpulkanIkesadaran wajibYpajak merupakan sikapIwajib 

pajakIdalam menjalankanUkewajiban perpajakannyaMtidak ada paksaan 

menganggapNbahwa membayarJpajak adalah kewajibanKbagi wargaNnegara 

Indonesia dalam rangkaImembangun negara. Dengan kata lain, wajibIpajak 

yang memahamiUperan pajak bagiIperekonomian negaraJakan 

berusahanJmematuhi pajakJdengan membayarKpajak tepat waktu. 

SikapKwajib pajak ini lah yang meningkatkanItingkat kepatuhanKwajib pajak. 

Dengan membayarKpajak tepat waktu maka pembangunanLnegara akan 

lebihKberkembang. Jadi, semakinItinggi kesadaran yang dimilikiJwajib pajak 

tentangIperan penting pajak maka wajibIpajak akan semakinImematuhi 

peraturanIperpajakan.  

PemahamanIperaturan perpajakanJmerupakan pengetahuanIinformasi yang 

dimilikiIwajib pajakImengenai hal-hal yangIberkaitan denganItata 

caraOperpajakan (Wati, 2016). PeraturanIperpajakan yaituKilmu yang 

dimilikiIwajib pajakImengenai pajakIsehingga wajib pajakImemahami bagaimana 

hal-hal yang menyangkutItentang kewajibanIpajak. Dapat disimpulkan bahwa 

pemahamanIperaturan perpajakan adalah seberapa banyakkahIilmu yang dimiliki 

wajibIpajak ketika menjalankanIkewajiban perpajakan. Bagi wajibIpajak yang 

sangat pahamItentang kewajibanIperpajakan maka akan berusahaImematuhi 

peraturanIperpajakan. WajibIpajak akan membayarIpajak tepatUwaktu dan 
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melaporkanIpajaknya secara tepatIwaktu pula. WajibIpajak yang memiliki 

pengetahuanUbanyak mengenai peraturanUperpajakan maka akan 

meningkatkanHtingkat kepatuhan wajibKpajak dalam menjalankanKkewajiban 

perpajakannya. 

Penelitian (Widayati, 2010) menyimpulkanUbahwa kesadaran dalam 

membayarIpajak oleh wajibIpajak sangat berpengaruhUsignifikan terhadap 

kemauanImembayar pajak, sikapIwajib pajak terhadapKpengetahuan peraturan 

perpajakanIuntuk kualitasIpelayanan berpengaruhIpositif terhadap 

kemauanIdalam membayarKpajak sedangkanKpersepsi dan 

pemahamanKefektivitas peraturan perpajakanKtidak berpengaruh 

terhadapLkemauan dalam membayarLpajak (Hardiningsih & Yulianawati, 

2011). 

Terkait UMKM di masa sekarang ini, banyak masyarakat yang 

menjalankan bisnis ini. Selain menguntungkan bagi pemiliknya, juga 

menguntungkan bagi orang lain yaitu dengan dibukanya lapangan pekerjaan 

baru. Hadirnya UMKM diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Negara. 

Namun, faktanya tidak semua pelaku UMKM paham tentang perpajakan. 

Padahal, pajak merupakan penyumbang penerimaan negara terbesar di 

Indonesia sehingga sangat disayangkan apabila mayoritas pelaku UMKM masih 

kurang paham terkait dengan pajak ataupun tidak pernah memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

Seperti halnya fenomena di Kabupaten Demak. Pedagang adalah 

matapencaharian mayoritas masyarakat di kabupaten ini. Dapat dilihat bahwa 

UMKM telah tersebar di mana-mana. Ditambah lagi saat ini adalah masa 

pandemi yang dampaknya menghadirkan banyak pengangguran. Banyak orang 

yang kehilangan pekerjaannya bahkan untuk mencari pekerjaan baru juga dirasa 

sulit. Dengan peristiwa yang terjadi membuat banyak orang mengambil jalan 

keluar dengan membuka lapangan pekerjaannya sendiri. Tentunya kehadiran 

UMKM semakin meningkat. 

Setidaknya ada penambahanIjumlah UMKM di Kabupaten Demak pada 

tahun 2020Isebanyak 13 persen dari totalIsebelumnya di tahun 2019. 

Peningkatan jumlahItersebut disebabkanJbanyak pekerja yang keluar di 

sektorLformal beralih menjadiLpelaku usaha untuk bertahanLdi masa pandemi 

(Sunarto, 2020). Wabah covid telahKmelumpuhkan sektorXUMKM dengan 

berbagaiIpermasalahan yang dihadapi, di antaranyaImulai penurunan omset 

penjualan, pembayaranIhutang bank yang telah jatuhItempo hingga 

penguranganItenaga kerja.  

Namun, tidakIsedikit pula pelaku UMKM tersebut yang tidakImempunyai 

NPWP. Bahkan mereka tidak mempunyai ijin usaha sehingga dalam pemenuhan 

pembayaran pajakpun diabaikan. Fenomena yang ada dalam penelitian ini 
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adalah bukti bahwa masih rendahnya wajib pajak dengan ketidakpatuhan wajib 

pajak dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak dalam mematuhi 

peraturan perpajakannya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar pajak tepat waktu. Masalah paling terbesar bahwa masih 

rendahnya pembayaran pajak di Negara Indonesia karena wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. TerkaitIfenomena 

tersebut menarikIuntuk menelitiIlebih jauh dan mengembangkanJmengenai 

kepatuhanKwajib pajakLdan dilakukanKpenelitian yang berjudul 

“PengaruhKReligiusitas, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Peraturan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. 

 

2. Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM 

di Kabupaten Demak. 

b. Menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Demak. 

c. Menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib 

pajak UMKM di Kabupaten Demak. 

d. Menganalisis religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman 

peraturan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak? 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan data primer. Metode yang digunakan dengan 

penyebaran kuesioner yang disebarkan secara acak kepada wajib pajak UMKM 

di Kabupaten Demak tanpa ada kriteria khusus. Jumlah populasi dalam 

penelitian ini adalah 7.580. Sampel yang didapat dengan menggunakan rumus 

Slovin menghasilkan 99 pelaku UMKM dengan presentase kelonggaran sebesar 10 

persen.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

H1: Religiusitas berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Demak. 

Tingkat religiusitas hanyalah urusan kerohanian yang mengacu kepada 

kedekatan terhadap Tuhan dan cara-caranya agar mendekatkan diri kepada-

Nya. Pelaku UMKM di Kabupaten Demak tidak menyangkutpautkan antara 

aspek ketuhanan dengan aspek lainnya seperti aspek politik maupun hukum. 

Kepatuhan terhadap Tuhan tidak lantas membuat mereka memahami urusan 

perpajakan. Wajib pajak memiliki pandangan yang berbeda antara urusan 

agama dengan urusan bisnis. Seringkali kepatuhan dalam membayar pajak 
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hanya dilakukan jika memang dibutuhkan dalam urusan usahanya. 

 

H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

UMKM. 

Hasil dariIpenelitian ini menunjukkan bahwa kesadaranIwajib 

pajakIpelaku UMKM di Kabupaten Demak berpengaruhIpositif dan 

signifikanIterhadap kepatuhan wajibIpajak UMKM di Kabupaten Demak. 

Setiap pelaku UMKM di Kabupaten Demak yang memiliki 

kesadaranUmengenai kewajiban perpajakannya yangKberdampak pula pada 

kemajuanKnegara, maka tidak akan merasa keberatanKuntuk 

membayarKpajak sesuai denganKperaturan yang ada sehinggaKtingkat 

kepatuhannya juga semakinLtinggi.  

 

H3: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak UMKM 

ParaIpelaku UMKM di Kabupaten Demak sebagian besar telah 

pahamImengenai aturan-aturan perpajakan. Mulai dariItarif yang 

dibebankanLsampai caraLpembayarannya. Hal ini memudahkan wajibLpajak 

dalam memenuhiLkewajibannya dalam membayarkanLpajaknya. Sehingga tidak 

ada hambatanLbagi mereka untukLmenunda atau tidak membayarLmaupun 

melaporkanLpajak usahanya. Dengan demikian, setiap wajibLpajak memiliki 

tingkat kepatuhan yang tinggi.  

 

H4: Religiusitas, kesadaran wajib pajak, dan pemahaman peraturan perpajakan 

berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 
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